BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun
Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun
Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2023;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
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10.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99
Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);



20.

21.

2.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi

Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1513);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan
Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan
Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita
Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 15);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus( Berita
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 905/1490/2022 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor
905/722/2022 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program
dan Kegiatan yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi
Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus
Aceh Tahun Anggaran 2023;

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022;

Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Nagan Raya Tahun 2005-2025;



Menetapkan :

30. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 23 Tahun 2022

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun
2022 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2023
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan daerah Kabupaten Nagan Raya yang
ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 2

APBK terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan
Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rpl1.118.941.889.193,- yang
bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.



Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp98.418.000.000,- yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp11.618.000.000,-

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp1.140.000.000,-

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp2.000.000.000,-

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp83.660.000.000,-

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b direncanakan sebesar Rp962.773.889.193,- yang
terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar
Rp875.878.873.541,-
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar

Rp86.895.015.652,-
Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,-
yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp 1.118.941.889.193,- yang terdiri atas:

a. Belanja Operasional;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp794.731.741.557,-
yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Hibah; dan

d. Belanja Bantuan Sosial.



(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

(1)

(5)

a direncanakan sebesar Rp416.614.185.252,-

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.936.034.352,-
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp8.446.147.945,-

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp10.735.374.008,-

Pasal 9

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp82.979.629.111,-
yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi; dan

e. Belanja Modal Aset tetap lainnya;

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud
pada  ayat (1) huruf b  direncanakan sebesar
Rp32.331.338.487,-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp14.589.071.144,-

Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp34.650.359.480,-

(6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud

(1)

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.860.000,-
Pasal 10

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 7 huruf ¢  direncanakan sebesar
Rp6.600.000.000,-

Pasal 11

Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf direncanakan sebesar Rp234.630.518.525,-
yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil;

b. Belanja Bantuan Keuangan;

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.650.000.000,-

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.980.518.525,-



Pasal 12

(1) Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan
sebesarRp57.000.000.000,- yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan = sebesar
Rp57.000.000.000,-

(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf huruf b direncanakan sebesar
Rp1.000.000.000,-

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
sebesar (Rp56.000.000.000).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp56.000.000.000

Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK yang diklasifikasi
menurut  Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II  Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial,

S. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Belanja Bagi Hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

?/



9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 15

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16
Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati Nagan Raya ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Desember 2022 M
. N\imadil Akhir 1444 H

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 445



